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PENETAPAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk
Z AP s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat lahir di Merauke, tanggal 11 November 1993, umur 30
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer,
tempat tinggal di xxxx, Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai
Penggugat;
Lawan
xxxxx, tempat lahir Landoke, 07 Februari 1992, umur 31 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta Garuda Indonesia,
tempat tinggal di xxxx, Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Januari 2024 yang
terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama  Merauke, = Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 10 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxx, tanggal 30 Agustus 2013;
2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami isteri, di rumah orang tua Tergugat di Jalan Garuda Spadem,
Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke hingga sekarang;

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga

orang anak yang bernama:

a. xxxxx, laki-laki, berumur 10 tahun;

b. xxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun;

C. XXXXXX, perempuan, berumur 1 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan bersama,;
4,

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus
2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
dikarenakan pada saat itu Tergugat mengakui kepada Penggugat telah
berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Penggugat tetap berusaha
bertahan dan sabar dengan Tergugat;

5.

Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali

dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya
Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat sudah berusaha
mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada
Tergugat;

6.

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
November 2021, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Penggugat
mengetahui Tergugat masih mempunyai hubungan dengan selingkuhan
hingga selingkuhan Tergugat hamil, akan tetapi pada bulan Desember 2021
Penggugat masih memaafkan Tergugat;
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7.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada

bulan Februari 2022, hal tersebut disebabkan karena Tergugat masih
melakukan kesalahan yang sama terus menerus dengan berselingkuh
dengan wanita yang sama, hal tersebut Penggugat ketahui melalui saudara
dan juga Tetangga Tergugat yang berada dilingkungan tempat kerja
Tergugat, hingga sekarang Tergugat masih mempunyai hubungan dengan
wanita yang berbeda-beda;

8.
Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah

kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami isteri lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul
akibat perkara tersebut;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus
perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya
diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator bernama
Muhammad Kadafi Bashori, S.H.l.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Januari 2024 ternyata
mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan
tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan
perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi
dengan mediator bernama Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan
mediator tanggal 29 Januari 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina
rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara,
dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
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Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh
Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan
izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat
Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni
2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
23/Pdt.G/2024/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari
Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab
1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.HI. sebagai Panitera,

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.H.I.
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Panitera,

Andiman, S.H.I

Perincian biaya :
Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 270.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)
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